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ABSTRAK 

 

 

Pajak menjadi suatu komponen yang penting dan bermanfaat dalam 

pembangunan suatu negara. Pajak memiliki peraturan yang seringkali berubah-ubah serta 

memiliki sifat yang dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak harus patuh terhadap peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu isu 

kompleks dalam dunia perpajakan. Cukup banyak di antara Wajib Pajak yang belum memiliki 

kesadaran untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak memicu 

pemerintah untuk menerapkan strategi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Self 

assessment system digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Self 

assessment system memberikan wewenang sepenuhnya bagi Wajib Pajak untuk melakukan 

kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi 

pemerintah, sistem ini diterapkan dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

maka akan berakibat terjadinya berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di 

kemudian hari. Oleh karena itu, tax review perlu diterapkan di perusahaan untuk 

meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. 

Tax review merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang dapat dilakukan 

sebelum terjadinya pemeriksaan pajak. Terdapat langkah proses yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yaitu melakukan tax review terhadap kelengkapan dokumen perusahaan seperti 

Bukti Potong, Faktur Pajak maupun Surat Pemberitahuan, Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai yang dikenakan di perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian, data primer dan data sekunder 

dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak terkait di perusahaan 

dan observasi serta studi kepustakaan. Data primer yang digunakan ialah informasi dari pihak 

terkait di perusahaan, laporan tahunan serta arsip dan dokumen perusahaan. Untuk data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah artikel, koran, internet serta buku-buku 

perpajakan. 

Berdasarkan hasil tax review yang telah dilakukan, perusahaan tidak dapat 

dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh karena perusahaan melakukan keterlambatan dalam 

menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan mempunyai tunggakan pajak terkait 

penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor dimana perusahaan seharusnya melakukan 

kewajiban penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi perusahaan tidak melakukan kewajiban 

tersebut serta laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak diaudit oleh Akuntan Publik. 

Walaupun dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, perusahaan telah memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yakni perusahaan tergolong 

tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan 

perpajakan yang berlaku dan melakukan tax review untuk meminimalisir kesalahan dan 

praktik-praktik yang mungkin dilakukan oleh aparat pajak di kemudian hari.  

 

Kata Kunci : Tax Review, Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai 
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ABSTRACT 

 

 

Tax is being an important component and useful in development of a country. 

Tax have a regulations that often change and have a nature that can be forced so that 

taxpayers must comply with regulations set by the government in Indonesia. Compliance Tax 

Payers is a complex issue in realm of taxation. Considerable in between tax payers who do 

not yet awareness to pay taxes. The low level of taxpayers compliance in paying taxes trigger 

a government to apply a strategy with an aim of increasing a tax revenue. Self assessment 

system is applied by the government to increasing a tax revenue. Self assessment system give 

a full authority for tax payers to carry out their own tax obligations in accordance with 

applicable tax regulations. For government, this system is applied with implement the 

oversight function to tax payers compliance. If the tax payer not obedient in carrying out tax 

obligations so will caused occurrence a various actions that can be taken by the government 

at a later time. Therefore, tax review have to applied in company to minimize a mistake which 

can occur at a later time.   

Tax review is initial step for taxpayers that can be done before the tax audit 

occurs. There are a process step that can be done by company that are doing a tax review 

against company’s records completeness such as certicate of withholding tax, tax invoice or 

letter of notification, income tax and value added tax that used in the company. 

Research methods used in this research is description research methods. In 

conducting research, the author collects primary data and secondary data through a field 

research that is interview with related parties and observations along literature studies. 

Primary data that used is the information from related parties in the company, are an annual 

report along a company files and documents. For secondary data that used in this research is 

article, newspaper, internet, and tax books.   

Based on the results of tax review that did, companies can’t be categorized as 

compliance tax payer because the company delays in submitting an annual corporate income 

tax notification letter, company has tax arrears related to income given to subcontractor where 

company should carry out obligation to deposit Income Tax article 4 paragraph (2) but 

company not carry out these obligations along the financial statements made by the company 

are not audited by a public accontant. Although in fulfilling the criteria for other compliant 

taxpayers, the company has fulfilled tax obligations according to the applicable tax 

regulations namely the company classified as never convicted or sentenced because do 

criminal offense in the taxation sector. Therefore, the company is expected to pay more 

attention to the applicable tax regulations and undertake a tax review to minimize errors and 

practices that may be carried out by the tax authorities in the future. 

        

Keywords : Tax Review, Compliance, Tax Payer, Income Tax, Value Added Tax.         
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada era reformasi ini, pajak menjadi suatu komponen yang penting dan 

bermanfaat dalam rangka pembangunan suatu negara. Pajak juga memiliki peraturan 

yang seringkali berubah-ubah serta memiliki sifat yang dapat dipaksakan sehingga 

Wajib Pajak harus patuh dan tetap memperbaharui informasi terkait peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu isu yang kompleks dalam 

dunia perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di dalam suatu negara dinilai 

melalui seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh negara tersebut dibandingkan 

dengan penerimaan pajak negara lain. Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2017, 

tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah yakni 

10,3%, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga 

seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura yang memiliki tingkat kepatuhan di atas 13 

% (Kompas.com, 2017). Menurut kesepakatan dunia, ada kesepakatan bahwa standar 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang baik ialah di atas 15%. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih banyak di antara Wajib Pajak di Indonesia yang belum memiliki 

kesadaran untuk membayar pajaknya. 

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 

memicu pemerintah untuk menerapkan strategi dengan tujuan meningkatkan 

penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana yang 

bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk perbaikan dan 

penambahan pelayanan publik.  

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah 

menerapkan sistem pemungutan pajak yakni self assessment system. Sistem ini 

memberikan wewenang sepenuhnya bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan 

menetapkan sendiri pajak yang terutang, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai 

dengan ketentuan yang telah berlaku, sedangkan bagi pemerintah sistem ini diterapkan 
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dengan menjalankan fungsi pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. 

Meskipun pemerintah telah memberikan tanggung jawab sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, tetapi 

bukan berarti bahwa Wajib Pajak dapat menyalahgunakan kepercayaan pemerintah 

dengan cara menetapkan pajak yang sekecil-kecilnya. Sudah seharusnya Wajib Pajak 

patuh dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Kepatuhan 

Wajib Pajak sangat menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Apabila Wajib 

Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan berakibat 

terjadinya berbagai tindakan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di 

kemudian hari seperti pemeriksaan pajak atau pengenaan sanksi. 

Tidak semua Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan baik dan benar. Beberapa faktor penyebabnya adalah Wajib Pajak tidak 

memahami peraturan perpajakan, kesalahan karyawan atau perusahaan (human error) 

atau unsur kesengajaan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi meliputi kesalahan 

dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik-

praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah dengan melakukan tax 

review. Menurut Suandy (2016:155) tax review atau penelaahan pajak adalah kegiatan 

penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan 

dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara 

perhitungan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan 

pajak (tax compliance) yang telah dilakukan. Dengan melakukan tax review, Wajib 

Pajak dapat mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat 

meminimalisasi kesalahan yang dapat terjadi di kemudian hari.  Hasil evaluasi ini 

dapat dijadikan umpan balik bagi Wajib Pajak untuk lebih memerhatikan penerapan 

ketetapan pajak dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

Dalam menunjang pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, 

akhirnya dilakukan penelitian kepada CV.SMT yang merupakan badan dengan skala 

usaha kecil dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sejak tanggal 2 

Januari 2006, CV. SMT menjadi penyedia jasa kontraktor sipil dan melakukan 

pengadaan barang di bidang sipil, mekanikal, elektrikal dan general trading. Dalam 
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melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. SMT dibantu oleh seorang konsultan 

pajak. Hal ini karena CV. SMT tidak memahami berbagai aspek perpajakan yang ada 

dalam aturan perpajakan. Selain itu, alasan tax review ini dilakukan di perusahaan 

karena perusahaan pernah diperiksa karena ada kelebihan membayar PPh Pasal 21 

pada tahun 2007 tetapi setelah diperiksa ternyata malah ada kurang bayar serta terdapat 

keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.  

Penelitian ini melaksanakan tax review terhadap PPh dan PPN untuk 

Menilai Kepatuhan CV.SMT terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah-masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait 

Pajak Penghasilan? 

2. Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait 

Pajak Pertambahan Nilai? 

3. Bagaimana kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil tax review? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan di 

atas, peneliti menetapkan bahwa tujuan dari perumusan masalah ialah untuk : 

1. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Penghasilan 

berdasarkan hasil tax review. 

2. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan hasil tax review. 

3. Mengetahui kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil tax review. 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan subjek pengguna penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan kegiatan tax review di kemudian hari. 

2. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk melakukan 

penelitian di bidang perpajakan. 

 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Self assessment system diperkenalkan di Indonesia dengan 

dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak melalui 

Perhitungan Pajak Sendiri. Menurut Mardiasmo (2016:9) self assessment system 

adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Maksudnya ialah Wajib Pajak 

baik orang pribadi maupun badan dapat menghitung pajak, menyetorkan pajak dan 

melaporkan pajak sendiri (3M).  

Selain melaksanakan self assessment system, terdapat sistem 

pemungutan pajak lain yang diterapkan yakni withholding system. Menurut 

Mardiasmo (2016:7) withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, perusahaan akan dipungut PPN dan 

dibuatkan bukti potong PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 oleh pemungut atas 

transaksi perolehan barang dan pelaksanaan jasa teknik, perusahaan akan dipotong 

PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan atas transaksi 

pelaksanaan jasa konstruksi yang dilakukan serta perusahaan sebagai pemberi 

penghasilan akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada 

pegawainya. 

Dalam penerapan self assessment system, aparat pajak tidak turut 

campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Aparat pajak hanya 

memegang dan menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, penelitian, dan 

pengawasan. Pada fungsi pengawasan, aparat pajak akan menjalankan tindakan 
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pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menilai dan mengetahui sejauh mana tingkat 

kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

Aparat pajak melakukan pemeriksaan pajak menurut Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak (SP3). Berdasarkan PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang 

Perubahan atas PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 

ayat (7), Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan 

pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Dalam hal menguji kepatuhan Wajib Pajak, aparat pajak memiliki 

wewenang untuk memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan oleh 

Wajib Pajak. Meskipun demikian, aparat pajak tidak dapat sewenang-wenang dalam 

menetapkan kewajiban Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa didahului dengan 

kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa pembukuan, pencatatan 

atau dokumen dan keterangan lainnya yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam suatu 

periode. Periode pemeriksaan yang biasanya dilakukan meliputi satu, beberapa, atau 

seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 

atau Tahun Pajak.  

Kepatuhan pajak atau tax compliance dapat didefinisikan sebagai suatu 

sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi salah satu strategi bagi aparat 

pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, penerimaan pajak juga 

ditentukan oleh kondisi maupun keadaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Berdasarkan PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3 ayat (2) menyatakan 

bahwa kriteria Wajib Pajak Patuh ialah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam 
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menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk 

semua jenis pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan 

tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.  

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki dua ketentuan yang mendasarinya 

yaitu sebagai kepatuhan yang bersifat formal artinya suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Perpajakan dan sebagai kepatuhan yang bersifat material artinya suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang perpajakan (Suandy 2016:10). 

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah 

memberlakukan berbagai peraturan perpajakan dengan tujuan agar Wajib Pajak patuh 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, kenyataannya banyak di 

antara Wajib Pajak yang memanfaatkan celah untuk tidak patuh seperti melakukan 

perhitungan dengan tarif yang tidak seharusnya, menyatakan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan tidak benar maupun tidak tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan 

pelaporan pajak. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pemeriksaan pajak dan 

praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ialah 

dengan melakukan tax review. Menurut Suandy (2016:155) tax review atau penelaahan 

pajak adalah kegiatan penelahaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada 

dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, 

baik dari cara perhitungan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk 

menilai kepatuhan pajak (tax compliance) yang telah dilakukan.  

Tax review merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang dapat 

dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pajak secara langsung untuk 

menguji kepatuhan perpajakannya. Dengan melakukan tax review, Wajib Pajak dapat 

mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisasi 

pemeriksaan yang dapat terjadi di kemudian hari. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan 

umpan balik bagi Wajib Pajak untuk lebih memerhatikan penerapan ketetapan pajak 

dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

Penelitian ini dilakukan pada CV. SMT dengan tujuan untuk menilai 

atau melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam 
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memenuhi kewajiban perpajakannya yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Adapun Pajak Penghasilan yang direview dalam penelitian 

ini ialah PPh ps.4 ayat (2), PPh ps. 21, PPh ps. 22 dan PPh ps.23. Bagan Kerangka 

Pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

Gambar 1.1. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Mardiasmo (2016), UU No. 16 Tahun 2009, PMK No. 184/PMK.03/2015, 

PMK No. 39/ PMK.03/2018, Suandy (2016).  

Self assessment system 

Menghitung Melaporkan Menyetor 

PPN 

PPh 

Aparat Pajak 

Fungsi 

Pelayanan Pembinaan Penelitian Pengawasan 

Wajib Pajak 

Fungsi 

Pelaksanaan 3M 

Pemeriksaan 

Pajak 

Tax Compliance 

WP Tidak 

Patuh 

WP Patuh 

Kriteria WP Patuh (Menurut PMK No.39/PMK.03/2018) : 

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 

- Tidak mempunyai tunggakan pajak 

- Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik 

- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan 

Tax 

Review 

Langkah Kerja Tax Review ((Menurut Suandy 

(2016:157) 

1. Menelaah dokumen yang dijadikan dasar 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. 

2. Meneliti kelengkapan dokumen dan ketepatan 

waktu perlakuan perpajakan. 

3. Melakukan rekonsiliasi antara dokumen pajak 

dengan laporan keuangan. 

Withholding system 

Pemberi Penghasilan 

Memotong Memungut 
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